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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dengan adanya keberagaman kebutuhan negara dalam segala sektor dan tidak 

adanya international border antar negara, mengakibatkan semua negara dapat 

terlibat dalam aktivitas perekonomian di dunia, yang pada akhirnya segala bentuk 

aktivitas ekonomi antar negara menjadi semakin bervariasi, salah satu contohnya 

adalah pertukaran jasa tenaga kerja manusia. Negara yang cenderung memiliki 

jumlah penduduk yang banyak namun tidak setara dengan lapangan pekerjaan yang 

tersedia menjadi salah satu faktor pendorong bagi suatu negara untuk mengirimkan 

jasa tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran serta menambah devisa 

yang bertujuan untuk memajukan perekonomian negara.  

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan total penduduk menurut (BPS, 

2020) sebanyak 270.203.917. Namun, dengan adanya penduduk yang sangat 

banyak, tentu saja diperlukan lapangan pekerjaan yang banyak untuk dapat 

membantu perekonomian masyarakat dan perekonomian negara. Menurut data 

(BPS, 2020)  Indonesia masih memiliki banyak permasalahan internal, salah 

satunya pengangguran, yaitu dengan jumlah sebanyak 5,86%. Maka dari itu 

banyaknya jumlah pengangguran ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan 

penyumbang tenaga kerja manusia terbesar di Kawasan benua Asia. Para pekerja 

lintas negara atau PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebar hampir di seluruh dunia, 

umumnya di belahan benua Asia. Pada September 2022 pekerja migran Indonesia, 

telah tersebar sebanyak 21.737 orang, angka tersebut menyebabkan Indonesia 

menduduki peringkat ke-2 di skala ASEAN (BP2MI, 2022). 

Perlu diketahui terlebih dahulu sejarah terkait pekerja migran Indonesia 

(PMI) telah ada pada masa penjajahan kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1980-

an, yang mana diberangkatkan menuju salah satu negara jajahan di Amerika Latin 

yaitu Suriname. Kemudian, telah tercantum dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang 

nomor 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), 

bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan seluruh warga negara Indonesia 
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yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar 

wilayah republik Indonesia (Ratihtiari & Parsa, 2019). Terdapat beberapa set of 

rules yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia untuk dijadikan acuan bagi 

pekerja migrannya untuk mencari kesempatan bekerja di luar negeri, hal ini dapat 

bisa terlihat dari adanya Undang-Undang Dasar yang berhubungan dengan 

pekerjaan yaitu, (1) Ayat 27, “setiap WNI memiliki hak untuk bekerja dan 

berkehidupan layak”, (2) Ayat 28D, “setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan 

mendapatkan pelayanan yang layak perihal pekerjaannya”, dan (3) Ayat 31, “setiap 

pekerja memiliki hak dan pilihan untuk memilih, baik mencari atau mengubah 

pekerjaannya demi mendapatkan gaji yang pantas di dalam/luar negara Indonesia”. 

Tentu saja bagi para pekerja Indonesia, aturan tersebut dijadikan acuan dan 

motivasi dalam mencari pekerjaan sampai ke luar negeri, yang mana umumnya 

beralasan untuk mendapatkan kesempatan dan merubah nasib mereka. 

Pada tahun 2022 jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) meningkat secara 

signifikan dari 2 tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.761 jiwa. Secara umum, 

BP2MI melakukan penempatan PMI melalui skema government to government (G 

to G), yaitu sebanyak 11.445 PMI. Kemudian penempatan oleh P3MI berjumlah 

163.699 PMI, sedangkan penempatan perseorangan berjumlah 14.079 dan UKPS 

sejumlah 114. Berikut data penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan data  

(BP2MI, 2022):  

Tabel 1. 1 Data Penempatan dan Perlindungan PMI periode tahun 2022 

DATA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PMI TAHUN 2022 

NO. KAWASAN 
TAHUN 

2020 

TAHUN 

2021 

TAHUN 

2022 

1. Asia dan Afrika 109.536 65.113 182.861 

2. 
Eropa dan Timur 

Tengah 
3.631 7.196 16.487 

3. Amerika dan Pasifik 269 315 1.413 

Sumber: Diolah Peneliti (BP2MI, 2022). 
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 Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang 

signifikan terhadap penempatan PMI pada tahun 2022. Berikut adalah data sebaran 

PMI pada tahun 2022 

Gambar 1. 1 Data Sebaran PMI di Tahun 2022 

 

Sumber: (BP2MI, 2022). 

 Dalam hal ini, penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi juga 

mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2022 pekerja migran Indonesia 

yang berada di Arab Saudi sebanyak 4.476, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 

1.926 lalu pada tahun 2021 sebanyak 747 PMI , maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwasanya terdapat penurunan pada tahun 2020 ke 2021 lalu mengalami 

peningkatan kembali pada tahun 2022. Berikut adalah data penempatan PMI di 

Arab Saudi dalam periode 2020-2022 (BP2MI, 2022) 

Gambar 1.2 Grafik Data Penempatan PMI di Arab Saudi periode 2020-2022 

 

Sumber : diolah peneliti (BP2MI, 2022). 
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Perlu diketahui bahwa, sejak 1950-an, hubungan Indonesia dengan Arab 

Saudi telah terikat, yang mana umumnya terjadi dikarenakan adanya kesamaan 

dalam hal religius dan hubungan bilateral antar dua negara. Hubungan ini diperkuat 

lagi pada tahun 1970 dengan adanya hubungan bilateral “Treaty of Friendship”, 

sehingga kedua negara tersebut dapat berinteraksi dengan bebas dan bergantung 

antar sesama. sesama. Interdependensi kedua negara inilah yang kemudian 

memungkinkan mereka untuk bekerjasama seiring waktu berjalan (Majid, 2014).  

Kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi dapat dilihat dari adanya 

pertukaran kebutuhan tenaga pekerja. Sebagai contoh Arab Saudi memerlukan 

Sumber Daya Manusia (SDM) sektor informal, maka Indonesia membuka peluang 

bagi masyarakatnya untuk bekerja di Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan. Kebutuhan Arab Saudi sendiri dilatarbelakangi oleh adanya perubahan 

ekonomi dan sosiokultural yang muncul sejak penemuan minyak bumi sebagai 

penggerak ekonomi utama dan melahirkan masyarakat konglomerat, sehingga 

muncul persepsi baru yang mana masyarakat, baik pria dan wanita di sana acuh 

untuk hal-hal pekerjaan rumah dan membutuhkan “bantuan” dari orang lain untuk 

mengurus hal tersebut. Sedangkan Indonesia yang merupakan negara dengan 

penduduk yang sangat banyak membutuhkan tambahan devisa negara (Hasmi et al., 

2022). Maka dari itu interdependensi kedua negara tetap memiliki keuntungan 

bersama, yang mana Indonesia mendapatkan devisa dari Arab Saudi, dan Arab 

Saudi mendapatkan pekerja dari Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam laporan 

remitansi PMI pada 2019, yang mana sudah terkumpul devisa sebanyak 159 triliun 

rupiah, dan berdampak positif bagi Indonesia, yang mana tingkat pengangguran 

dinilai mengalami penurunan, sehingga hal ini dianggap bagai salah satu upaya 

meningkatkan taraf hidup masyarakat secara makro (BP2MI, 2022). 

 Secara umum, adanya para pekerja migran Indonesia memberikan dampak 

positif terhadap negara. Disisi lain, penempatan PMI di negara tujuan tidak 

memberikan jaminan dalam hal keamanan maupun perlindungan, yang mana 

dialami oleh para PMI, salah satunya adalah para PMI yang berada di Arab Saudi. 

Banyaknya tindak pelanggaran terhadap keamanan para PMI merupakan risiko di 

negara tujuan. Hal ini sejalan dengan data pengaduan PMI tahun 2022 yang 
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menunjukan bahwa Arab Saudi merupakan negara dengan pengaduan tertinggi, 

berikut adalah data pengaduan PMI tahun 2022 

Gambar 1.3 Data Pengaduan PMI Tahun 2022 

 

Sumber: (BP2MI, 2022) 

 Seringkali PMI di Arab Saudi mendapatkan banyak tuduhan yang mana 

masuk dalam kategori yang terhitung berat dalam aturan di Arab Saudi, yang 

dikenal sebagai Qisas yang mana merupakan pemberian hukuman yang sertimpal 

kepada pelaku tindak pidana. Dan tidak jarang pula para PMI mendapatkan 

hukuman mati (Haliman, 1976). Siti Zaenab PMI asal Bangkalan Jawa Timur 

merupakan salah satu PMI yang tervonis hukuman mati akibat tuduhan 

pembunuhan terhadap istri majikannya, yang ditangkap pada tanggal 14 April 2015. 

Namun tidak ada notifikasi atau pemberitahuan sebelumnya kepada pihak keluarga 

maupun pemerintah Indonesia (Kusumawati, 2015). Selain itu, kasus hukuman mati 

ini masih berlanjut. Masih ada WNI lain di Arab Saudi yang tercatat tervonis hukum 

mati, seperti Tuti Tursilawati dan Muhammad Zaini Misrin pada tahun 2018 yang 

dihukum pancung tanpa adanya pemberitahuan ke pemerintah Indonesia (Okezone, 

2022). Kemudian, kasus hukuman mati yang dialami oleh PMI baru-baru ini terjadi 

pada Maret 2022 lalu, yang mana perlindungan WNI dan BHI mengumumkan 

bahwa ada 2 PMI yang dihukum mati, yakni Agus Ahmad Arwas dan Nawali Hasan 
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Ihsan terkait pembunuhan berencana sesama WNI. Telah dilakukan upaya banding, 

namun kedua PMI ini tetap divonis mati semenjak 2018 setelah tertangkap pada 

2011 (Tempo, 2022).  

Berdasarkan penjelasan diatas, penting hal nya untuk melihat lebih jelas 

mengenai hak-hak para PMI secara umum melalui International Labour 

Organization (ILO). Pekerja Migran menurut ILO didefinisikan sebagai seorang 

pekerja yang berpindah tempat secara lintas negara, yang termotivasi karena alasan 

ekonomi, seperti kesenjangan gaji atau tekanan krisis negara asalnya. Melihat 

definisi tersebut, ILO secara penuh mendukung hak dan pilihan para pekerja yang 

berani untuk menempatkan dirinya pada situasi baru dan tempat (negara) baru. 

Maka dari itu, dalam melindungi hak asasi mereka sebagai pekerja, dibuatlah 

seperangkat peraturan. Hak-hak ini meliputi aspek perlindungan dari kekerasan, 

eksploitasi, diskriminasi serta perlindungan keluarga dari para pekerja (ILO, 2007). 

Kasus yang terjadi di Arab Saudi cukup membuat pemerintah Indonesia 

kecewa, terlebih lagi mengingat adanya perjanjian persahabatan (Treaty of 

Friendship). Melihat banyaknya kasus yang dialami oleh para PMI tersebut, 

pemerintah Indonesia berusaha untuk terus mengupayakan perlindungan para PMI 

dengan melakukan upaya sekuritisasi. Sekuritisasi sendiri merupakan teori yang 

dikembangkan oleh Copenhagen School. Sekuritisasi merupakan sebuah upaya 

yang dilakukan oleh aktor untuk mengkonstruksi sebuah isu keamanan dengan 

tujuan men-desekuritisasi sebuah Ancaman nyata menjadi isu yang tidak lagi 

menjadi sebuah ancaman (Cabbalero et al., 2006). 

Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah mencoba beberapa upaya untuk 

melindungi para PMI yang berada di Arab Saudi, dibuktikan pada saat Indonesia 

datang untuk melakukan banding tawar, sehingga sejak saat itu hubungan antara 

Indonesia dan Arab Saudi dinilai menjadi semakin panas. Selain itu Memorandum 

of Understanding (MOU) mengenai kerjasama perlindungan PMI antara Indonesia 

dan Arab Saudi tidak diindahkan dan hanya bertahan 1 tahun, dikarenakan masih 

diterimanya banyak pengaduan dari para pekerja di Arab Saudi (Yuanita, 2016). 

Sehingga pada tahun 2015, Moratorium dilakukan dan digunakan sebagai 

ultimatum dari Indonesia kepada Arab Saudi dikarenakan masih banyaknya 
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pelanggaran hak pekerja yang dilanggar. Ultimatum tersebut merupakan 

Permenaker no. 260/2015 tentang pemberhentian sementara penempatan PMI di 

Timur Tengah dan Afrika Utara. Setelah 2 tahun berlalu, pemerintah Indonesia 

melakukan sebuah revisi UU no. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) menjadi UU no. 18/2017. 

Undang-undang ini diharapkan dapat memperbaiki 3 aspek, yaitu perbaikan tata 

kelola penempatan pekerja migran, penjaminan kesehatan melalui BPJS, dan 

integrasi data melalui database yang sama, yang harapannya pembagian tanggung 

jawab pemerintah pusat dan daerah lebih tertata. 

Menyikapi hal ini, terdapat tiga poin penting yang digunakan sebagai basis 

diplomasi dalam memperjuangkan PMI yang diupayakan oleh pemerintah 

Indonesia, yaitu perlindungan dari kasus pelanggaran, pengindahan UUD 1945 

terkait perlindungan WNI dan penjaminan keamanan WNI, dan pengesahan UU RI 

no. 6 tahun 2012 tentang Pemenuhan International Convention on the Protection 

of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (2004) di New 

York  yang berfokus dalam pemenuhan hak pekerja migran beserta keluarganya 

(Tamba, 2019). 

Sejauh ini, berdasarkan hasil kualifikasi mengenai penelitian terdahulu, salah 

satunya penelitian dari (Hasmi et al., 2022) yang mana dalam penelitian tersebut 

dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya melalui diplomasi 

seperti mediasi kepentingan, memberi advokasi, atau bantuan hukum dalam 

memperjuangkan hak para PMI di Arab Saudi. Namun PMI masih saja mengalami 

tindak kekerasan dan permasalahan seperti penganiayaan, gaji tidak dibayar, dan 

pelecehan.  

Berdasarkan penjabaran serta penelitian terdahulu tersebut, peneliti menilai 

masih diperlukannya upaya lain yang mana bentuk dari sekuritisasi yang dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu permasalahan yang dialami oleh 

para Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya di Arab Saudi, bagaimana bentuk 

kesepakatan dan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi, serta pembentukan 

kebijakan yang diatur dalam undang-undang No. 18 tahun 2017 dalam rangka 

melindungi hak para PMI dengan rentang periode 2015-2022 di Arab Saudi. Maka 
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dari itu penelitian ini berjudul “SEKURITISASI ISU PERLINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI OLEH PEMERINTAH 

INDONESIA TAHUN 2015-2022”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

dalam menangani permasalahan yang terjadi pada PMI di Arab Saudi pada 

rentang tahun 2015-2022? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia dalam menangani permasalahan yang terjadi pada PMI di Arab 

Saudi pada rentang tahun 2015-2022 

2. Untuk mengetahui bentuk kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan 

Arab Saudi dalam melindungi hak para PMI di Arab Saudi 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan 

sumbangan kajian dalam pengembangan disiplin ilmu hubungan 

internasional, terutama dalam konsep human security lebih dalam mengenai 

bentuk bentuk dari human security, kategorisasi dari human security serta 

upaya dalam menangani permasalahan human security. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Dalam hal ini pemerintah serta non-pemerintah memiliki peranan 

penting dalam menjaga hak asasi manusia, khususnya permasalahan human 
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security. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk 

mempertimbangkan dan memperbaiki kebijakan terkait human security. 
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